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PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI JASA PELABUHAN LAUT

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah
Daerah diberi wewenang dalam penyelenggaraan pelabuhan lokal dalam
wilayah Kabupaten Halmahera Barat; g
‘ N 4
b. bahwa pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud huruf a, adalah
merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki
peran yang sangat penting dan strategis, maka dalam pembinaan
pelayanan kepada masyarakat perlu diatur Retribusi Jasa Pelabuhan
Laut;

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Dacrah Kabupaten Halmahera
Barat tentang Retribusi Jasa Pelabuhan Laut,

—

. Undang-Undang Nomor 6 Tahan 2000 tentang Perubahan atas Undan 2-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang TPerubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (L.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4046);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4264);

arl
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6.

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penectapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang WNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahvn 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undung-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
pomor 4548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 616 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah
(Lerabaran Negare Tahun' 260! Nomor 119, Tambahan Lembaran
Neguara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4145);

Keputusan Presiden R.I Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik
Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan, Bentuk Kancangan
Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (I.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 7 Tahun 1990
tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Tingkat II Maluku Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Utara Tahun 1992 Nomor 3 Seri B Nomor

2);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2003
teniang Perubszhan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Kabupaten
Maluku Utara.
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Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dan

BUPATi HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ~ : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TENTANG RETRIBUS! JASA PELABUHAN LAUT.

BAB1
KETENTUAN UMUM
J
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1.
2.

n

N A

9.

10.

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonomi yang lainnya
sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dinas Perhubungan adalal Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat;

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-
batas tertentu sebagai tempat kegiaten Pemierintahan dan kegiatan ekonomi yang
dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar
muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan Umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan
angkutan Laut.

Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran
masyarakat umum.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu vang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan
Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban kapal, penumpang dan
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13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda serta
mendorong perckonomian daerah dan nasional;

Daerah Lingkungan Kerja Pclabuhan Laut adalsh wilayah perairan dan daratan pada
pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;

. Daerah lingkungan kepentingan pelabuban laut adalah wilayah perairan di sekeliling

pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan; _

Retribusi jasa umum adalah pelaya~an yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah’
Untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan hukum;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan; '

. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan

oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayararfatau penyetoran retribusi yang terutang
ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jurnlah retribusi yang terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
Surat Setoran Rectribusi Daerah, yang sclanjutnya disebut SSRD adalah surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melekukan pembayarar atau penyetoran retribusi
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah; :

Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajibarn
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Dacrah;

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi jasa pelabuban laut dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

pelayanan yang diberikan.
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Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan pelabuhan.

/

BAB Il
GOLONGAN KRETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelabuhan Laut digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tatanan waktu dan satuan ukuran di setiap jenis
pelayanan jasa kepelabuhanan.

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapkan strultur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas
tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa kepelabuhanan dengan tetap
memperhatikan biaya penyelenggaraan velayanan, kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan;

(2) Struktur, golongan dan jenis farif jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan :

a. Kepentingan pelayan umum;
b. Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
Kepentingan pemakai jasa;
Pengembalian biaya dan investasi,
- Pertumbuhan dan pengembangan usaha.

o a0
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BAB VI
JENIS PELAYANAN

Pasal 8§

Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari -

a. Pelayanan jasa kapal;

b.  Pelayanan jasa barang; ,
¢.  Pelayanan jasa penumpang;

d. Pelayanan jasz iain-lain.

- BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur tarit’ pelayanan jasa kepelabuhianan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan
tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan;

(2) Struktur dan besarnyz tarif retribusi pelayangn jasa kepelabuhanan akan ditetapkan
sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa kepelabuhanan
diberikan. ' .

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.




BAB Xi .
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(I) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan.

’

BABXII.
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

t1y Pembaverar retminost wing erden ; ter s Siunast seiaiiers & ok

() Taz cara pembzrzzn. pemyetoran Jmnoempa perhavEm rewhms S dengan
Keputusan Kepala Daerah. .

BAB X111/
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Pengeluaran surat tegufziﬁ/périhga{taxn’sux'at lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari seteiah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,
Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

R

BAB X1V
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan mempelrhatikm kemampuan wajib retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala

Daerah.
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BAB XVI1
KETENTUAN PENUTUP *

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Maluku Utara Nornor 16 Tahun 1995 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan atau Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
/
Ditetapkan di : Jailolo
paglaf{e}ngg_al : 29 Agustus 2008

AN

ERA BARAT,

I~ /
: XV ,/\/vk.fu\/v\‘/
VYNV
»# NAMTOH. ROBA
Diundangkan di : Jailolo BEGAR e
pada tanggal : 1 September 2008

é! REGRR(S DAERAH &

LEMBARAN DALAY AABURATEN HALMAHIEA BARAT TAKUN 2008
NOHOR 11 S/ C




